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Abstrak: Pembangunan wilayah pesisir terus berkembang seiring dengan peningkatan jumlah 

penduduk, banyak daerah memilih pembangunan waterfront city dalam pengembangan sektor bisnis 

dan pariwisata, namun pengembangan wilayah pesisir dengan proyek reklamasi dapat menimbulkan 

berbagai masalah sosial dan lingkungan. Paper ini bertujuan menganalisis dampak pembangunan 

pesisir terhadap sosial-ekonomi dan lingkungan melalui kajian literatur dan studi lapangan. Hasil studi 

menunjukkan bahwa pembangunan wilayah pesisir dapat berkontribusi dalam meningkatkan sektor 

ekonomi dan citra kota namun menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang serius karena tidak 

dilaksanakan secara sustainable. Pengembangan waterfront di Ternate secara signifikan meningkatkan 

area bisnis dan pariwisata namun menimbulkan dampak sosial terhadap penggusuran pemukiman 

nelayan serta menimbulkan dampak penurunan kualitas sumber daya pesisir, beberapa hasil studi 

mengkonfirmasi telah terjadi pencemaran limbah rumah tangga dan sampah di sekitar pantai serta 

sumberdaya hayati mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir sebagai dampak reklamasi.  
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I. PENDAHULUAN 

Di seluruh dunia, 2,5 miliar orang (40% dari populasi dunia) saat ini tinggal dalam jarak 100 

km dari pantai, menambah tekanan pada ekosistem pesisir. Pembangunan pesisir yang terkait 

dengan pemukiman manusia, industri, budidaya, atau infrastruktur dapat menyebabkan 

dampak yang parah pada ekosistem dekat pantai, terutama terumbu karang. Dampak 

pembangunan pesisir bisa langsung seperti penimbunan lahan, pengerukan, dan 

penambangan karang dan pasir untuk konstruksi, atau dampak tidak langsung seperti 

peningkatan limpasan sedimen dan polutan. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki 

17.504 pulau dan garis pantai 99.093 km2. Secara teritorial, wilayah Indonesia meliputi 

sekitar 65% perairan dengan potensi biota laut yang tinggi dan memiliki nilai ekonomi 

pesisir yang melimpah sehingga sekitar 60% penduduk Indonesia hidup di sepanjang garis 

pantai [1].  

Penataan lingkungan wilayah pesisir saat ini menjadi bagian penting dalam mendukung 

pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia dan masyarakat 

pesisir pada khususnya [2-3]. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang sangat penting dalam 

perencanaan pembangunan sehingga banyak daerah mengembangkan waterfront city sebagai 

pusat bisnis dan parawisata. Ini berdampak pada peningkatan jumlah penduduk yang tinggal 

di daerah pantai serta dapat menimbulkan dampak negatif terhadap sumber daya pesisir. 

Oleh karena itu, dalam setiap upaya pengembangan wilayah pesisir sangat penting untuk 

selalu mengacu pada strategi pembangunan berkelanjutan.  

Wilayah pesisir laut yang direklamasi dapat membuat rencana pengembangan tata ruang 

yang strategis menjadi layak di daerah yang padat dan digunakan untuk mengakomodasi 

permintaan akan perumahan baru, pekerjaan, transportasi dan fasilitas perkotaan lainnya. Hal 

ini memungkinkan kota untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan pelayanan perkotaan, 

dan menjadi lokasi bisnis. Fungsi-fungsi ini relevan bagi seluruh komunitas, karena 

peningkatan ini memiliki keuntungan positif tidak hanya bagi investor dan pengguna, tetapi 

juga untuk daya saing seluruh kota. Peningkatan aksesibilitas dan daya saing yang dapat 

dicapai melalui pembangunan infrastruktur dapat mendorong investasi baru, meningkatkan 

lingkungan bisnis lokal. Proyek reklamasi lahan di pesisir menawarkan peluang besar bagi 
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pengembangan kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan sektor bisnis namun 

terkadang mengabaikan dampak lingkungan. Mengabaikan dampak lingkungan dapat 

menyebabkan kerusakan sumber daya pesisir yang menjadi sumber kehidupan bagi 

masyarakat sekitar. Pertimbangan kelestarian lingkungan sering diabaikan oleh pengembang 

karena umumnya investor lebih memilih proyek yang lebih murah tetapi kurang 

berkelanjutan di lahan yang ada.  Paper ini akan membahas dampak pembangunan pesisir 

terhadap peningkatan sektor ekonomi serta dampaknya terhadap sumber dayar pesisir untuk 

memberikan pemahaman yang lebih baik dalam melakukan pengembangan wilayah pesisir 

yang berkelanjutan.  

II. METODOLOGI 

Penelitian tentang dampak pembangunan pesisir  pada ekonomi dan sumber daya pantai 

menggunakan metode penelitian literatur khususnya jurnal yang dapat diakses secara online 

baik dari jurnal Indonesia maupun dari luar negeri, serta observasi lapangan kota pantai 

Ternate sebagai salah satu contoh wilayah pengembangan pesisir. Pembahasan difokuskan 

untuk melihat dampak pembangunan pesisir khususnya dampak reklamasi terhadap 

peningkatan sektor / area bisnis serta dampaknya terhadap pelestarian sumber daya pantai 

dan strategi penanganan secara berkelanjutan.   

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pembangunan Wilayah Pesisir 

Pembangunan pesisir didefinisikan sebagai perubahan lanskap yang disebabkan oleh 

manusia sepanjang garis pantai, termasuk struktur bangunan yang berada di sekitar pantai 

secara umum untuk perlindungan, perdagangan, komunikasi, atau rekreasi. Perkembangan 

pesisir di seluruh dunia telah membahayakan seluruh ekosistem garis pantai. Saat ini daerah 

pesisir mengalami pertumbuhan yang tinggi dan diprediksi akan terus berkembang kedepan 

karena pantai merupakan tujuan populer untuk liburan dan rekreasi sehingga properti sekitar 

pantai akan terus berkembang dan mahal yang berdampak pada peningkatan reklamasi pantai 

bahkan akhir-akhir ini reklamasi lahan berkembang ke pembangunan pulau-pulau baru. 

Dengan pembangunan pesisir yang berlangsung dalam skala global, peluang untuk 

menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan strategi konservasi harus diintegrasikan 

ke dalam proyek saat ini dan selanjutnya untuk melindungi ekosistem pesisir untuk generasi 

mendatang. Agar lingkungan pesisir terus terpelihara maka ada sepuluh prinsip 

pembangunan wilayah pesisir yang harus diterapkan:  (1) Peningkatan nilai pesisir dengan 

memproteksi dan melestarikan sumber daya pesisir. (2) Mengidentifikasi ancaman bencana 

alam dan penanggulangan resiko bencana. (3) Penerapan penilaian komprehensif terhadap 

wilayah dan tapak.  (4) Penurunan resiko dengan meningkatkan standar sistem konstruksi 

dan pemilihan lokasi. (5) Mengadopsi teknik yang handal dalam mengatasi kondisi pesisir 

yang ekstrim. (6) Gunakan insentif berbasis pasar untuk mendorong pembangunan yang 

sesuai. (7)  Mengatasi masalah ekuitas sosial dan ekonomi. (8) Seimbangkan akses hak 

publik dan gunakan dengan hak milik pribadi. (9) Lindungi sumber daya air bersih yang 

sangat terbatas di pantai. (10) Berkomitmen untuk menata dan mempertahankan kondisi 

wilayah pesisir [4].  
 

B. Dampak Reklamasi 

Dampak Ekologi 

Reklamasi lahan secara permanen mengubah sifat alami sumber daya pesisir dan lingkungan 

sehingga menyebabkan kerusakan yang signifikan pada jasa ekosistem laut. Kerusakan 

keanekaragaman hayati laut dan kualitas air adalah dua kerugian utama jasa ekosistem yang 

terkait dengan reklamasi [5]. Pemanfaatan lingkungan laut oleh manusia dapat mengubah 

bentang laut global dan fungsi ekosistem [6-7] dan konsekuensi ekologis dapat berkisar dari 
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efek skala lokal termasuk kerusakan habitat, peningkatan kekeruhan air, perubahan aliran air 

dan pengendapan sedimen [6-8]. 

Lahan basah pesisir menghilang dengan cepat di seluruh dunia, yang merupakan ancaman 

besar bagi integritas ekosistem pesisir. Selain pengurangan areal langsung akibat reklamasi, 

lahan basah pesisir mengalami perubahan alam akibat pengangkutan sedimen di kawasan 

pesisir. Selama 30 tahun terakhir, luas lahan basah pesisir berkurang 53% [9]. Penelitian 

yang dilakukan oleh Li et al. (2018)[10] di Teluk Hangzhou China yang mengevaluasi efek 

eko-lingkungan dari lahan reklamasi menunjukkan bahwa akselerasi reklamasi pasang surut 

meningkat dari tahun 1985 hingga 2015; pengaruh sosial ekonomi meningkat tetapi 

pengaruh lingkungan hidup menurun, hal ini mencerminkan pengaruh sosial ekonomi 

diperoleh dengan mengorbankan pengaruh lingkungan. Reklamasi memainkan peran penting 

dalam mendorong pembangunan ekonomi, tetapi sangat merusak lingkungan ekologis [11]. 

Penelitian keberadaan padang lamun di Johor Malaysia menggunakan citra Landsat (1994-

2017) menunjukkan perubahan padang lamun dan tutupan lumpur dengan perluasan lahan 

reklamasi. Beberapa padang lamun mengalami perubahan skala besar dan aktivitas reklamasi 

pantai sebagai faktor utama yang bertanggung jawab atas degradasi habitat, pengurangan 

tutupan, dan kehilangan total karena kerusakan fisik dan sedimentasi yang berlebihan. 

Padang lamun memainkan peran penting dalam mendukung keanekaragaman hayati pesisir 

dan menyediakan makanan serta habitat bagi organisme laut lainnya. Perlindungan yang 

memadai dari bahan konstruksi di lokasi sangat penting jika daerah pesisir ingin 

melestarikan padang lamun [12]. Strategi pembangunan daerah memainkan peran penting 

dalam mendorong reklamasi lahan. Mempertimbangkan berbagai fungsi sosial dan ekologi 

dari zona pesisir, pertukaran antara reklamasi lahan dan konservasi ekosistem harus 

dilakukan [13]. Hasil studi Chou (2016) [14] di Singapura menunjukan bahwa reklamasi 

lahan dan pembangunan pesisir menimbulkan ancaman yang signifikan bagi sumber daya 

laut Singapura dan aktivitas ini telah dikaitkan dengan hilangnya tutupan karang hidup sejak 

tahun 1960-an. Ancaman lain yang muncul adalah meningkatnya frekuensi pertumbuhan 

alga berbahaya. Pada tahun 2014, 160 ton ikan budidaya di Selat Johor terbunuh oleh 

mekarnya alga, kematian massal ikan liar dan mengakibatkan pergeseran struktur komunitas 

[15]. Kematian ikan serupa pada bulan Februari 2020 juga telah terjadi di perairan Ternate 

dan sekitarnya yang di duga disebabkan oleh alga. 

. 

Dampak Sosial-Ekonomi  

Potensi ekonomi sumberdaya pesisir dapat didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang 

dilakukan di wilayah pesisir dan atau kegiatan ekonomi yang menggunakan sumberdaya 

pesisir. Bidang kelautan ini meliputi sektor-sektor produktif yang terdiri dari sektor: (1) 

kegiatan perikanan; (2) kegiatan pariwisata bahari; (3) kegiatan pertambangan dan energi; 

(4) kegiatan perhubungan laut; (5) kegiatan industri maritim; dan (6) kegiatan kegiatan 

bangunan kelautan. Potensi ekologis sumberdaya pesisir dapat didefinisikan sebagai peran 

pesisir sebagai pengatur keseimbangan lingkungan, keseimbangan iklim, dan keseimbangan 

panas bumi [16]. Hasil penelitian Sayuti (2020) [17] di Barru Sulawesi Selatan menunjukkan 

bahwa reklamasi dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Reklamasi mendorong 

peningkatan ekonomi  lebih tinggi dibandingkan dengan alih fungsi lahan. Menurut Sousa 

(2020) [18] bahwa strategi dan kebijakan baru sangat penting dalam mendorong 

pengembangan pembangunan wilayah pesisir melalui pendekatan ekosistem untuk kegiatan 

ekonomi, yaitu budidaya perikanan, meningkatkan status lingkungan wilayah dan 

pembangunan berkelanjutan secara sosial ekonomi. Menurut Wu (2018) [19] Pentingnya 

menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan ekologi pesisir untuk 

pengelolaan berkelanjutan. Menurut Chen et al. (2017) [20] bahwa kebijakan reklamasi dari 

pemerintah berdampak positif terhadap ekonomi dan sosial masyarakat namun juga 

menimbulkan dampak negatif terhadap sumber daya coastal pesisir sehingga perlu strategi 

yang lebih berkelanjutan. Kegiatan reklamasi memainkan peran penting dalam mendorong 

pembangunan ekonomi, tetapi dapat merusak lingkungan ekologis. Untuk menjaga 
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keseimbangan antara reklamasi pantai, pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan, 

(1) perencanaan reklamasi pantai harus memperhatikan hasil ekonomi dan lingkungan; (2) 

kekurangan lingkungan dari proyek reklamasi pantai yang ada harus diperbaiki; dan (3) 

sistem hukum yang mengatur reklamasi pantai perlu disempurnakan dan diperkuat [11].  

 

C. Pengembangan Waterfront City di Ternate  

Kota Ternate merupakan kota kecil yang berada kaki gunung berapi Gamalama dikelilingi 

oleh lautan, Ternate merupakan Ibukota pertama Provinsi Maluku Utara (lihat gambar 1). 

Ternate memiliki aset lautan dengan luas laut pesisir 5.547,55 km2 dan  daratan sekitar 

250,85 km2. Kota Ternate memiliki luas lautan yang lebih besar dari pada luas daratannya 

sehingga pemerintah kota mengembangkan konsep kota tepi laut yang berupaya 

mengintegrasikan perencanaan wilayah laut dan darat. Pertumbuhan kota yang diikuti 

dengan kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan kebutuhan akan ruang menjadi 

semakin tinggi pula. Wilayah pesisir Ternate sejak jaman dahulu telah digunakan sebagai 

pemukiman dan pelabuhan perdagangan rempah-rempah dari Eropa. Ternate memiliki 

keanekaragaman hayati laut pesisir, ekosistem pesisir seperti terumbu karang, ikan yang 

melimpah, dan hutan mangrove di pesisir pantai kampung makassar dan Toboko. Namun 

seiring dengan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan kawasan pantai sebagai pusat 

bisnis dan wisata, hutan mangrove tersebut telah direklamasi menjadi kawasan ekonomi baru 

dan jalan lingkar kota Ternate.   

 

 
 

Gambar 1. Kota Ternate Maluku Utara.  

 

Sejak tahun 2001 pemerintah Kota Ternate telah mereklamasi pantai Gamalama untuk 

pembangunan kawasan pertokoan, pasar, mall Jatiland, dan kawasan masjid Al Munawwar 

dan taman nukila, serta reklamasi kawasan pantai  kampung makassar untuk pembangunan 

area rekreasi pantai dan kuliner serta pembangunan mall hypermart, reklamasi pantai 

Dodoku Ali depan lapangan Kesultanan Ternate untuk area olahraga dan bersantai. Selain 

itu, reklamasi pantai Toboko untuk jalan lingkar dan pembangunan pelabuhan antar pulau 

serta sebagai area wisata lokal di sore hari. Kemudian dalam tahun 2018 hingga 2020 

pemerintah melakukan reklamasi di wilayah pantai Kalumata, Fitu-Gambesi, dan Salero 

hingga Dufa-Dufa (lihat gambar 2) untuk pengembangan area ekonomi baru. Berdasarkan 

kondisi ini nampak bahwa konsep pembangunan kota pantai Ternate dapat mendorong 

pertumbuhan sektor ekonomi yang ditandai dengan peningkatan kawasan bisnis dan 

bangunan perdagangan serta area rekreasi pada  kawasan reklamasi ini dipenuhi pengunjung 

pada sore hari khususnya pada hari libur yang dapat meningkatkan transaksi bisnis kuliner. 



 
 
Volume 10 Nomor 2 - September 2020                                                                            137 

Area reklamsi ini juga mendorong peningkatan area publik untuk rekreasi dan berolahraga 

khususnya bagi warga sekitar sehingga secara sosial dapat memberikan dampak positif 

namun juga memberikan dampak negatif dengan tergusurnya permukiman nelayan di sekitar 

pantai.  

 

 

 
 

Gambar 2. Sembilan Kawasan Prioritas Kota Ternate. 

 

Secara sosial-ekonomi, pengembangan wilayah pesisir memberikan dampak positif namun 

disisi lain dapat menimbulkan dampak lingkungan; berdasarkan beberapa hasil penelitian 

menunjukkan telah terjadi penurunan kualitas lingkungan pesisir berupa hilangnya spesies 

mangrove, spesies ikan, kerang, kepiting, burung dan keanekaragaman hayati serta kondisi 

perairan pantai telah mengalami pencemaran limbah rumah tangga dan sampah akibat 

peningkatan aktivitas di sekitar pantai [21-22]. Menurut najamuddin (2020) menunjukkan 

peningkatan kandungan pencemaran di perairan Ternate khususnya pencemaran 

nitrat mengalami peningkatan signifikan yang diperkirakan berasal dari limbah 

restoran, rumah makan, hotel, mall dan industri tahu [23]. 
 

D. Pembangunan Pesisir Berkelanjutan 

Mewujudkan pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan 

wilayah pesisir secara terpadu (integrated coastal zone management). Pilihan ini didasarkan 

pada: (1) wilayah pesisir merupakan multiple use zone dimana terdapat lebih dari dua macam 

sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan serta terdapat lebih dari dua macam pemanfaatan 

kawasan pesisir; (2) karakteristik dan dinamika alamiah sumberdaya pesisir dan lautan yang 

secara ekologis saling terkait satu sama lain termasuk dengan ekosistem lahan atas (daratan); 

(3) wilayah pesisir dihuni lebih dari satu kelompok etnis yang memiliki preferensi mata 

Gambesi 



 
 
Volume 10 Nomor 2 - September 2020                                                                            138 

pencaharian yang berbeda. Pengelolaan pesisir dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, 

swasta, organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang terjadi di 

wilayah pesisir [16]. Keterpaduan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan ini mencakup 

empat aspek: (1) keterpaduan ekologis; (2) keterpaduan sektoral; (3) keterpaduan disiplin 

ilmu; dan (4) keterpaduan stakeholders. Keterpaduan ekologis: secara ekologis wilayah 

pesisir memiliki keterkaitan antara daratan dan lautan [24]. 

Ekowisata merupakan salah satu alternatif wisata pesisir berkelanjutan menuju bentuk 

pembangunan ekonomi yang lebih eksploitatif dan mengacu pada sisi etnografi masyarakat 

pesisir. Termasuk dalam upaya perencanaan pengelolaan pariwisata pesisir dengan 

memanfaatkan lanskap ekosistem sungai. Konsep ekologi ini dapat diadaptasi untuk 

digunakan dalam rangka mempertahankan proses biotik dan ekonomi komunitas pesisir [25-

26]. Ekowisata pesisir memberikan insentif ekonomi yang memadai untuk mencegah 

masalah ekstraksi sumber daya ekologi. Ekowisata pesisir memiliki solusi positif dan 

berkelanjutan untuk kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh industri pariwisata 

internasional. Ekowisata pesisir merupakan kegiatan pariwisata yang sangat membantu 

dalam menjaga daya dukung lingkungan pantai. Ini memberikan insentif untuk 

meningkatkan perlindungan lingkungan. Selain itu, Ekowisata juga bermanfaat untuk 

mengurangi jejak karbon, mempertahankan bisnis lokal, pendidikan masyarakat yang lebih 

luas tentang ekosistem yang rapuh, dan meningkatkan tingkat stabilitas keuangan strategis 

[27-29]. 

IV.  KESIMPULAN 

Pembangunan wilayah pesisir dapat berkontribusi dalam meningkatkan sektor ekonomi dan 

citra kota namun menimbulkan dampak sosial dan lingkungan karena tidak dilaksanakan 

secara sustainable. Pengembangan waterfront City di Ternate dengan jalan reklamasi pantai 

dapat meningkatkan kawasan bisnis dan pariwisata namun menimbulkan dampak sosial 

terhadap penggusuran pemukiman nelayan pada daerah reklamasi serta penurunan kualitas 

sumber daya pesisir, beberapa hasil studi mengkonfirmasi telah terjadi pencemaran di 

sekiatar pantai serta penurunan kualitas lingkungan pesisir berupa hilangnya spesies 

mangrove, spesies ikan, kerang, kepiting, burung dan keanekaragaman hayati dalam 10 

tahun terakhir sebagai dampak reklamasi sehingga sangat penting untuk mewujudkan 

pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan melalui pengelolaan wilayah pesisir 

secara terpadu (integrated coastal zone management. 
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